
 

 

 
PERATURAN 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR 30 TAHUN 2014 

 

TENTANG  

PEDOMAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK 

 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pencapaian pelaksanaan 

reformasi birokrasi, diperlukan percepatan 
peningkatan kualitas pelayanan publik; 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, diperlukan 

upaya pembangunan dan pengembangan inovasi 
pelayanan publik dalam suatu pedoman yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4846); 

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5357); 

          5. Peraturan… 
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 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025; 

 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
76 Tahun 2013 tentang  Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik; 

 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan  Road Map Reformasi 
Birokrasi 2010-2014; 

 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan 

: 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI 

BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
PEDOMAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK. 
 

 

Pasal 1 

(1) Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, 

perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi 
pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah. 

(2) Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) tertuang dalam pedoman yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2 

(1) Pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan secara kompetitif, 

adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan. 

(2) Fasilitasi pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan melalui kompetisi 

inovasi, sistem informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan 
jaringan informasi, peningkatan kapasitas, dan pemantauan yang 

berkelanjutan. 
 
 

Pasal 3 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

            Agar… 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17  Oktober 2014 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 
  

ttd 

 
AZWAR ABUBAKAR 

 
 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
                REPUBLIK INDONESIA, 
 

       ttd. 

 

                    AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1715 

 

  Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN PANRB  

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, 

 

 

HERMAN SURYATMAN 

 

 

 


